
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bcrsih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, r ) 

Dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

3. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor S Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2013); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat' II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, maka pcrlu menctapkan Peraturan Walikota Makassar 
tentang Tata Cara Penagihan Sewa Tanah Ex. Gemeente/Tanah 
Pengelolaan Pcmcrintah Kola Makassar. 

a. bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 8 ayat (1) huruf c 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Usaha yang menyatakan bahwa struktur clan 
besarannya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan 
dan berdasarkan pernasukan · sewa tanah Ex.Gemeente, maka 
dipandang pcrlu mcnctapkan tata cara penagihan sewa tanah 
Ex.Gemeentc/Tanah Pengclolaan Pemerintah Kota Makassar; 

Menimbang 

TENT ANG 

TATA CARA PENAGIHAN SEWA TANAH EX.GEMEENTE/TANAH PENGELOLAAN 
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAKASSAR, 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSJ\R 

SALINAN 

NOMOR 64 TAHUN 2018
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14. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 
ten tang Rurn.ah Negara [Le rn b a ru ri Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 Nomor 69, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3573) scbagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 
tentang Rumah Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 64, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4515) ~ 

13. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 51 Tahun 197 l 
tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan 
Oalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan [Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970}; 

12. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adrninistrasi Pcrncrintahan (Lcmbaran Negara Republik Indoncsaia 
Tahun 2014 Nornor 292, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5601); 

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 224, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23Tahun 2014 ten tang Pernerintahan Dacrah 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679); 

10. Unda.ng-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494}; 

9. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 J Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
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26. Peraturan Mcnteri dalam Ncgeri Nomor 19 Tahun 2016 tcntang 
Pedoman Pcngelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

25. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 /PMK.06/2012 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Pcraturan Menteri Dalam Ncgcri Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2006 tcntang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagairnana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indoneaia Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 
tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan: 

20. Peraturan Pcmerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengclolaan 
Barang Milik Negara/ Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 92, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5533); 

19. Peraturan Pcmerintah Rcpublik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemeriritah Rcpublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 
tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota 
Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

16. Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3696); 

15. Peraturan Pemcrintah Rcpublik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3643); 
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Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dcngan: 
1. Daerah adalah Kota Makassar. 
2. Walikota adalah Walikota Makassar, 
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah yang berkcdudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerin tahan Daerah. 

5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang sclanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkal 
Daerah yang menyelenggarakan Urusan Perncrintahan Dacrah berdasarkan tugas 
dan fungsinya. 

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelcnggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pernbantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sislem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekrctaris Dacrah Kota Makassar. 
9. Pemegang kekuasaan pengclolaan barang milik daerah adalah Walikota. 
10. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu 

tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya discbut retribusi, adalah pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pcrnberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pcmcrintah Dacrah untuk kepentingan orang pribadi atau 
bad an. 

12. Jasa adalah kegiatan Pemcrintah Dacrah bcrupa usaha dan pelayanan yang 
menyediakan barang, fasilitas, atau kcmanfaatan lainnya yang dapat dinikmati olch 
orang pribadi atau badan. 

13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan olch Pemerintah Daerah dengan menganut 
prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor 
swasta. 

14. Kekayaan Daerah adalah seluruh benda atau barang baik bergerak atau tidak 
bergerak milik/ dibawah penguasaan pemcrintah daerah. 

15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong rctribusi tertcntu. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA 
PENAGIHAN SEWA TANAH EX.GEMEENTE/TANAH PENGELOLAAN 
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR. 

MEMUTUSKAN 

28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pengclolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar 
Tahun 2017 Nomor 7). 

27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lcmbaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 
Nomor 13); 
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• 
(1) Luas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b. dihitung berdasarkan 

gambar situasi (GS) / peta tanah atau bukti lainnya. 
(2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian dari keseluruhan tanah, maka luas 

tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebesar luas bagian tanah 
yang disewakan. 

(3) Luas Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dihitung dalam meter persegi. 

Pasal 5 

Tarif sewa tanah merupakan hasil perkalian dari: 
a. Tarif pokok sewa tanah; 
b. Luas Tanah. 

Pasal 4 

BAB IV 
TARIF SEWA TANAH 

(3) Jangka waktu perjanjian kerjasarna sewa tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang, 

(1) Walikota berwenang menetapkan tariff sewa tanah Ex. Gemente; 

(2) Sewa Pemanfaatan tanah Ez.Gemecntc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam perjanjian kerjasarna. 

• 

Pasal 3 

BAB III 
KEWENANGAN 

Pasal 2 

Ruang Lingkup Dalam Peraturan Walikota ini adalah : 
a. Kewenangan; 
b. Tarif Sewa Tanah; dan 
c. Penagihan, pembayaran dan penyetoran. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

16. Nilai Jual Objek Pajak, yang sclanjutnya disingkat NJOP1 adalah harga rata-ratayang 
. diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak 
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditcntukan melalui perbandingan harga dengan 
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti; 

17. Rekening Kas Daerah adalah-Rckening aempat penyimpanan uang daerah yang> 
ditentukan oleh Walikota Makassar yang menarnpung seluruh penerimaan daerah 
dan membayar scluruh pengcluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. 

18. Surat Tanda Setor (STS) adalah surat yang dijadikan sebagai bukti pembayaran atas 
Sewa Tanah Ex. Gemeente. 

19. Tanah Ex. Gemeente adalah Tanah Milik Indonesia yang pernah dikuasai oleh 
Pemeirntah Hindia Belanda, kemudian bcrahli rnenjadi tanah negara yang dikuasai 
oleh Pemerintah Kata Makassar. 
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SERITA DAERAH KOTA MAKASSAR T/\l IUN 2018 NOMOR 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal : 

MOH. RAMDHAN POMANTO 

Peraturan Walikota ini mulai bcrlaku pada langgal diundangkan. 
Agar setiap orang rncngctahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan Pcraturan Walikota ini 
dengan penernpatannya dalam Bcrita Dacrah Kola Makassar. 

Ditctapkan di Makassar 
oada tanggal 

WALIKOTA MAKASSAR, 

Pasal 9 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pcnyctoran Scwa Tanah Ex.Gcrnccntc / Lanah Pcngclolaan Pcmcrinlah Kola Makassar 
diselor/dibayarkan pada Kas Dacra h Kola Makassar atau pada Bank Sul-Selbar dcngan 
Nomor Rckcning: 130001000034143. 

Bagian Kedua 
Pembayaran 

Pasal 7 
(1) Pembayaran scwa tanah IO:x.Gcmcente/Lanah Pcngelolaan Pcrnerintah Kola 

Makassar olch pcmcgang hak scwa atau penycwa Tanah dilakukan melalui Bank 
Sul-Sclbar. 

(2) Pembayaran Sewa tanah scbagairnana dimaksud pada ayal (1) dilakukan olch 
pcmcgang hak scwa sctiap Lahun. 

Bagian Ketiga 
Penyetoran 

Pasal 8 

BABV 
PENAGIHAN,PEMBAYARAN,PENYETORAN 

Bagian Kesatu 
Penagihan 

Pasal 6 

(1) Penagihan Sewa Tanah Ex. Gcmccntc/ Tarrah Pcngelolaan Pemerintah Kola 
Makassar, menggunakan surat pemberilahuan/pcringalan/sural lain yang 
dipersamakan kcpada pcmcgang Hak Sewa yang mencmpali Tanah 
Ex.Gcmccnlc/Tanah Pcngclolaan Pcrncrintah Kola Makassar tcntang besaran 
Scwa tanah dan tunggakan scwa Lanah harus di sclcsaikan. 

(2) Surat pcmbcriLahuan/ pcringalan/Sural lain dipcrsamakan scbagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) di bcrikan / dikeluarkan 1 (satu) bulan scbelum jatuh 
tempo. 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

A. NAISYAH T AZIKIN

TTD

66

26 Desember 2018

26 Desember 2018


